
BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2OIO

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIpEMANGKU JABATAN sTRUKTuRAL nii*CriJxcaN sEKRETARTATLEMBAGA KErsrrMEwAAN x,utneirrv ACEH urARA

BUPATI ACEH UTATIA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk menindaklanjuti eanun Kabupaten Aceh Utara Nomor5 Tahun 2010 tentang Susu_nan brganisasi j"" i"" f".:. SekretariatLembaga Keistimewaan rpyn{en A.;h A;, dipandang perlumengatur Rincian Tugas pokot dan Fungsi pemangku JabatanStruktural di Lingkungan Seketariat 
-fSrUaga 

Keistimewaan
Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan penimb_angan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetipkan_periruran dp"ii ;"h Utara tentangRincian Tugas pokok dan rungsi nemardil;'fi;* Struktural diLingkungan Sekretariat Lembala x"i.iiri.*"_ l<abupaten AcehUtarq

: L Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom fotup"t"n_toluput"n DalamLingkungan Daerah propinsi S"ruto" l5tui" 1i,"e.b_an Nega.aRepublik Indonesia Tahun t956 No.o, aa, i;bahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1092);
2 Undang-Undang Nomor 4j Tahun 1999 tentang perubahan atasUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ,";;g pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republif. frl*"li" Tahun 1999Nomor 169; Tambahan Le-mbaran' N.g*" 
- 
fi.p*fik IndonesiaNomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Keistimewaan provinsi, Dae-rah 

-Istimew. e".f.'?l".U"run NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Noror rz); 
'iurT"han 

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3g93);
4. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan

Peraturan perundane_undangan 
tf_.rnU*.n--'N."g*u Republiktndonesia-Nomo, sj, iurTu-r,;;;ffi;" NTgara r.epuulirIndonesia Nomor 43g9);
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5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Nesara n.prLrir. r"a.".r,u'ili"'r"ooo *"ro.125. Tambahan Lembaian N"g'... i.b;iii;-rrd#riu iirn", oorrlsebagaimana tetah diubah beberapa k"li, i;;;kil;"d;rg"n Undang_Undang Nomor 12 Tahun^20o8_'"rd ;ffi;;?edua AtasUndang-Undang Nomor J2 Tahun 2o7M i"lr"ii"r"."r;r,"r,",Daerah (Lembaran Necara nepublik mdtneriu"tlttun 'r'or, 

"o.o,
59, Tambahan Lembarir Negara Rebuplik fndonesiaio-mor +A++1;
Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004 tenrang perimbangan
Keuangan antara pemerinlah- pu; a-J, ;#.i#ln o"erah(Lembaran Negara Reoubtik rndo;;Jd;"ffi0-i," mor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik r"a..*i"'N"rni iorE,
Undang-Undang Nomor l1 Tahun_ 2006 tentang pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Reoublik rndonesia i;;"-;6;"riomor 62,Tambahan Lembaran Negaru neprUfit rraonisia N"rni al::),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 7 Tahun 2OOg tentangPedoman organisasi dan lata _re.1"- s"tJ.iiui""r_.ruug"Keistimewaan Kabupaten/Kota paau nerne.intaltrln O"Li, aan
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunanorganisasi dan rata r"rr, se1r"ia.i;ffi;;;j"',t}lr,,r.*u.n
Kabupaten Aceh Utara;

6

7

8

9

Menetapkan : PERATURAIi BUPATI ACIT,^UTARA TENTANG RINCIANrucAs poKoK DAN 
-,I_UIGsr 

pEd{N;iiu- ,oraro*s TRUKTURAL DI LINGK^UIGAN- SEKIiil;i;; LEMBA GAKEISTIMEWAAN KABUPATTN ECEN UiA'NA*'

MEMUTUSKAN:

xrrrN?ffixluMUM
Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebutSekretaris Daerah Kabupa-ten Aceh Utara.

Pemerintah Kabupaten A""h..y,gu adalah unsur penyelenggaraPemerintalan Daeiah yang t"rairi aJ dffi.#'i:'*ffilI, o""rur,
Bupati adalah Kepala pemerintah Kabupaten Aceh Utara yangdipilih melatui suaru proses a.rot r.ti.lrlj;;l.hi; i"roasa.kanazas langsung. umurq bebas, ,arrasia 1r;r1. aLl;i:"^-' "-

2

3

4
SEKDA adalah

5 Lembaga Keistimewaan Kabupaten. Aceh Utara adalah MajelisPermusyawaratan Ulama vang selanjutnya air.Ur,'ffiL, nau:.ri,Adat Aceh yang selaniutnvr. dir:lt NiAr, 
"il;.itr- 

iendidikanDaerah yang selaniutnya disebut MpD il;riliili .Kubrput.n
yang selanjutnya disebut BMK Aceh Utara.

!:f:::ll Lj.r.b?p" Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara adalahsekretanat Majelis permus
aiseuut set.,etiiai t\pil."Y::T:'3i .Yl:qt vans selanjutnva

,"r 
"n;,tn f 

;Ii.J; d'ff# Tff 11.#lf iI 
^fli:1,. 

ffiffi ::
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Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MpD dan Seketariat
Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK
Aceh Utara.

7. Kepala Seketariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara
adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang
selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPU, Kepala Sekretariat
Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Seketariat
MA,t Kepala Sekretariat Majelis pendidikan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MpD dan Kepala Seketariat
Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Seketariat
BMK Aceh Utara.

8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Seketariat
Majelis Pendidikan Daerah dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
Aceh Utara.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional
pada Seketariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Seketariat
Majelis Adat Aceh, Seketariat Majelis Pendidikan Daerah dan
Seketariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(l) Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi
pemangku jabatan struktural di Lingkungan Lembaga Keistimewaan
Kabupaten Aceh Utar4

(2) Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

L Seketariat MPU;

2. Seketariat MAA;

3. Seketariat MPD;

4. Seketariat BMK;

BAB IV
SEKRf, TARIAT MAJELIS Pf, RMUSYAWARATAN ULAMA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat MPU, terdiri dari:

a. Kepala Seketariat;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan Program;

d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Sekretariat

Pasal 4

(1) Kepala Sekretariat MPU berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara fungsional kepada Pimpinan MPU dan secara
administratif kepada Bupati melalui SEKDA;dan

(2) Kepala Sekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi kepada Lembaga MPU Kabupaten Aceh Utara;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), Kepala Seketariat MPU mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Seketariat MPU;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPU;

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU;

d. pengelolaan administrasi keuangaq kepegawaia4 perlengkapan,
rumah tangg4 ketatausahaan, hubungan masyarakat, hukum dan
perundang-undangan di lingkungan Sekretariat MPU;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-
rapat yang diselenggarakan oleh MPU;

f pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait
lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat
MPU; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan MPU.

,,0*f,"?,i1"{,'-,n,

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum unsur pembantu Kepala Seketariat MpU di
bidang umum;

(2) Sub Bagian Umum di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat
MPU.

Pasal 7

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,
keprotokolan, kepegawaian, ketatausahaan dan perpustakaan di
lingkungan Seketariat MPU.



Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pesal 8

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program unsur pembantu Kepala
Sekretariat MPU di bidang keuangan dan program;dan

(2) Sub Bagian Keuangan dan Program di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sekretariat MPU.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan anggaran, laporan
keuangan, penatausahaan administrasi keuangan, program kerja
tahunan, jangka menengah, jangka panjang, fasilitasi penelitian,
pengkajiarL pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat MPU.

Paragaraf 4
Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Pasal l0

(l) Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat unsur
pembantu Kepala Sekretariat MPU di bidang hukurq persidangan
dan hubungan masyarakat;

(2) Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat di
pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MpU.

Pesal I I

Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melakukan fasilitasi produk hukum dan perundang-
undangan, urusan persidangan, muzakarah, pengkaderan ulama,
sosialisasi, penerbitan buletin MpU, dan koordinasi
instansi/lembaga./masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan
peran ulama dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

BAB IU
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasel 12

Susunan Organisasi Seketariat MAA, terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan Program;

d. Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5
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Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Sekretariat

Pasal 13

(1) Kepala Sekretariat MAA berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara fungsional kepada Pimpinan MAA dan secara
administratif kepada Bupati melalui SEKDA;dan

(2) Kepala Sekretariat MAA mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi kepada Lembaga MAA Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(2), Kepala Sekretariat MAA mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Sekretariat MAA;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MAA,

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA;
d. pengelolaan administrasi keuangaq kepegawaian, perlengkapan,

rumah tangg4 ketatausahaaq hubungan masyarakat, hukum dan
perundang-undangan di lingkungan Seketariat MAA;

e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-
rapat yang diselenggarakan oleh MAA;

f pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat
MAA; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
PimpinanMAA.

,,0il?,if[,',,,-
Pasal 15

( I ) Sub Bagian Umum unsur pembantu Kepala Sekretariat MAA di
bidang umum; dan

(2) Sub Bagian Umum di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekreiariai
MAA.

Pasal 16

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, ketatausaiaan,
hukum dan perundang-undangan serta perpustakaan di lingkungan
Sekretariat MAA
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(t) !u.b Bagian Keuangan dan program unsur pembantu Kepala
Seketariat MAA di bidang keuangan dan program;dan

(2) 
!u_b Bagian Keuangan dan program di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung lawab tepada
Kepala Sekretariat MAA.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 17

Pasal lE

Paragraf 4
Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi

Pasal 20

BAB V
SEKRf, TARJAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2l

Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan anggaran, laporan
keuangan, penatausahaan administrasi keuangan,--program 

-kerja

tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitiar\ pengkajian,
pengembangan, pemantauarL evaluasi dan pllaporan akuntabilitas
kinerja di lingkungan Seketariat MAA.

Pasal 19

(1) Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi unsur pembantu Kepala
Sekretariat MAA di bidang pendataan dan dokumemasi;dan

(2) Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi di pimpin oleh seorang
Kepala 

-Sub 
Bagian yang berada di bawah dan birtanggung jawa6

kepada Kepala Sekretariat MAA

Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan. data, pelayanan informasi, inventarisasi, pe,ieliha.aan, dan
dokumentasi serta koordinasi di bidang penyelenggarakan kehidupan
adat istiadat dan hukum adat.

Susunan Organisasi Sekretariat MpD. terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan program;

d. Sub Bagian Perpustakaaq Dokumentasi dan publikasi;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(l) Kepala Seketariat MPD berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara fungsional kepada pimpinan MpD dan secari
administratif kepada Bupati melalui SEKDA;

(2) Kepala Seketariat MPD mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada Lembaga MPD Kabupaten Aceh Utara;

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Sekretariat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat
(2), Kepala Sekretariat MPD mempunyai fungsi:

a. penyusunan program Sekretariat MPD;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MpD;

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MpD;
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaiaq perlengkapaq

rumah tangga, ketalausahaan, hubungan masyarakat, hukum 
-dan

perundang-undangan di lingkungan Seketariat MpD;
e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat_

rapat yang diselenggarakan oleh MpD;

f pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sikretariat
MPD; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan MPD.

,,0"ffi1'J,,,,

(l) Sub Bagian Umum unsur pembantu Kepala Sekretarist MpD di
bidang umum; dan

(2) Sub Bag!11 Umum di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seketariat
MPD

Pasal 25

Sub.Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi, gmy., perlengkapin, peralatan,'keiumahtanggaan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, 

- 

ketatausahaan, hukum dan
perundang-undangan di lingkungan Sekretariat MpD.
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Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan program

pasal 26

(l) 
:u.b Bagian_leuangan dan program unsur pembantu Kepala
Sekretariat MpD di bidang keuanga-n au, p.ogi"r,iJ*i'

(2) :.P Bagian Keuangan dan ?rogram di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah aan Uertanggrnj.lawaU t<epada
Kepala Sekretariat MpD.

Pasal 27

Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai rugas melakukanpenyusunan rencana kebutuhan _ pengelolaan' ungg-*.4 laporankeuangan, penatausahaan administiasi k;;;g";;1;gram kerja

111:Tl^,::^rI" 1e1ensah, 
jangka panjang, o".J i,ilr, pengkajian,

P:ng:m?.a.1Can, 
pemantauarL evaluasi dan pelaporan aluniaUititas

Krnerja dl ltngkungan Sebetariat MpD

sub Bagian *"**",jil:ffi[u4..nt"ri dan pu blikasi

Pasal 2t

(l) Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi
pembantu Kepala Seketariat MpD di
dokumentasi dan publikasi,dan

(2) Sub. Bagian Perpustakaaq Dokumentasi dan publikasi di pimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yang U.ruJ. Ji'bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seketiiat Ir,pD. 

-

dan Publikasi unsur
bidang perpustakaan,

Sub Bagian 
^Perpustakaar\ 

Dokumentasi dan publikasi mempunyai tugasmelakukan fasilitasi penelitian, pengkajian, p*g"i;i;;';.rpustakaaq
dokumentasi, publikasi di bidang p"ny"f.ng!-L- p"naia*_ aa".ut,serta urusan kepegawaian di lingkungan sekie-tariat MirD.

Pasal 29

BAB VI
SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 30

Susunan Organisasi Sekretariat BMK, terdiri dari:
a. Kepala Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan program;

d. Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsi
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(1) Kepala Sekretariat BMK berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab. secara fungsional kepada pimpin.an gff' Oan ,r.."administratil kepada Bupati rn.t"tui Sefi>e; - -
(2) Kepala Seketariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan

administrasi kepada Lembag" AUf f"Uiput." A".f, U,r";

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf I
Kepala Sekretariat

Pasal 3l

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Il^lttll mglalsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 I ayat(2), Kepala Sekretariat BMK mempunyai fungsi.
a. penyusunan program Sekretariat BMK;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program BMK;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis BMK;
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaiaq perlengkapan,

rumah tangga" ketatausahaan, hubungan' ,iarya.atut,' hukum danperundang-undangan di lingkungan Selietariat 6lMK'-''
e penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-

rapat yang diselenggarakan oleh BMK;
i pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkaitlainnyadalam rangka mendukung tugas pokok d; fu;;si SeketariatBMK; dan

g pelaksanaan ftgas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan BMK.

,,oiiJ,l'J?ff,-

( I ) Sub Bagian Urnum unsur pembantu Kepala Sekretariat BMK di
bidang umum; dan

(2) Sub Bagian Umum di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jaw"b"k"p;i;i;;a SekretariatBMK.

lyb .|ug*l Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

il::,:llT,l yr:r, perlengkapan. peralatan. kerumahtanggaaq
Keproror(olan. hubungan masyarakat, kepegawaiaq ketatausahaan,
lulom .da1 ejrundang-undangan serta perpustakaan di lingkungan
Sekretariat BMK.
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Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 35

(l) Sub Bagian Keuangan dan Program unsur pembantu Kepala
Sekretariat BMK di bidang keuangan dan program;dan

(2) Sub Bagian Keuangan dan Program di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sekretariat BMK.

Pasal 36

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana kebutuhan pengelolaan anggaran, laporan
keuangan, penatausahaan administrasi keuangaq program kerja
tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian,
pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas
kinerja di lingkungan Sekretariat BMK.

Paragraf 4
Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi

Pasal 37

(l) Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi unsur
pembantu Kepala Sekretariat BMK di bidang pengembangan
informasi dan teknologi;

(2) Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi di pimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sekretariat BMK.

Pasal 3E

Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas
melakukan perumusan kebijakan teknis, rencana pengembangan sistem
informasi/telematika, kerjasama teknologi informasi, pengelolaan
database dan pelaporan di lingkungan Sekretariat BMK.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan

Pasal 40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari
sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan
bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara.
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat
(l), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Seketariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara
diangkat dan diberhentikan oteh Bupati atas usul SSKDA

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan
Kabupaten Aceh Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Sekretariat masing-masing.

BABD(
KEPEGAWAIAN

Pasal 4l

Pasal 42

BAB X
ESf,LONERING

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 45

Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat, Majelis Adat Acetr, Majetis
Permusyawaratan Ulam4 Majelis pendidikan baerah dan Saitul 

-Mal

Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan
kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari iepala
Sekretariat .

Pasal 43

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

( l) Kepala Sekretariat adalah Eselon IILa.

(2) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub
Bagian di lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kibupaten
Aceh Utara wajib menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi,
Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat
Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara wajib melaksanakan
pengawasan melekat.
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Pasal 47

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing_masingpejabat dalam linskunqan i"Lr",-ui ;r;[J KeistimewaanKabupaten Aceh Utari daiat mendelegarit an te*eniig.n_k.*.n*gun
tertentu kepada pejabat setingkat di bi*wahnya ..ru.i'ffiun peraruranperundang-undangan

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Dalam hal Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten AcehUtara tidak dapat menialankan, tugasnya karena berhalangan, makaKepala Seketariat Lembaga 
- 
l<.;rir.*.un-ruuriui.i" n."r, u,arud apat m e n u nj u k sal ah seo ran'g K.p;l ; il; B";i r r',il'lri' "#. 

*ur. i r i n vu

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan padaSekretari_at Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara dibebankankepada Anggaran pendapatan oan aeun;J iabrp"[" e""r, Utara sertasumber-sumber lain sesuai dengan kjentuan "p;;;; perundang-
undangan.

Pasal 46

BAB XIII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 49

Uraian 
.Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural padaSekretariat Lembaga Keistimewaan fabupaien Aceh Utara diaturdengan Peraturan Bupati.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya peraturan. ini maka segala ketentuan yangbertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tijr?1irf"i*.
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Peraturan ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 5l

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Asus

Diundangkan di Lhoksemawe
pada tanggal 9 Aqustus 2010 M

2E Sya'ban 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

2010 M
25 Sya'ban l43l H

BUPATI ACEH

YAS A. HAMID

fir

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OIO NOMOR I2

(
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